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TAHUN ANGGARAN 2024
Kode Rekening : 5.05.02.2.01.0013.5.1.02.02.01.0026
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PEMELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Relkening
Buku Kas No.

Tanggal

Terima Dari

ntuk
Pembayaran

KWITANSI

{ 5.05.02.2.00.0013.5.1.00.02.01.0026

. Bendahora Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

== TIGA JUTA RLUFIAH ==

: BELAMIA JASA TEMNAGA ADMINISTRAS] WEGIATAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN BIDANG  PENYELENGGARAAN - PEMERINTAHAN  DAN
PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDAST ATAS
MENCANA FENETAPAN BARU DAN/ATAU EVALUAS]I TERHADAF PELARSANAAN
PERATURAN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024

NIP. 19741216 199311 1 001

Makassar, 012 — 08 - 202y
Yang Manorima,

NIF, 158003202014102001

Jumiah Uang Rp. 3.000.000,- |




NO. DAFTAR: 002t &/505000000020000/2024

DAFTAR:BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRAS! KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN RENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PERUMUSAN
REKOMENDAS| ATAS RENCANA PENETAPAN BARU DAN/ATAU EVALUAS|I TERHADAFP PELAKSANAAN
PERATURAN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2024
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yand Nomor 3, Bulo Gading, Upung Pandang. Kots Makassar, Sulawesl Selatan Kode Pos 801117,
Talepon (0411) 3818008, Fakerie (0411) 3834847
LIl b e s o e i Pos=pl s geT s gsan L

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR: 346/SETDA/ | 88.4/ TAHUN /2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA [URAN JAMINAN/ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDAS| ATAS
RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang - a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kelancaran Sub
Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana
Penetapan Baru dan/atau  Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Pada Badan Penelitian dan
pengembangan  Daerah  Kota Makassar Tahun
Anggaran 2024, dipandang perlu adanyn Tenags
Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufl a, maka perlu ditetapkan
Keputusan Sckretaris Dacrah Kota Makassar tentang
Penunjukan dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga
Administrasi serta Belanja luran Jaminsn/Asuransi
bagi Non Aparatur Sipil Negara pada sub kegiatan
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan
Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Pada Badan Penelitinn dan
pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun
Anggaran 2024,

Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat n di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
1959 Nomer 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4421);
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Undang-U Nomor 23 Tshun 2014 tentang
Pemerintahan rah [Lembaran Negura Republik
Indonesia Tah 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana

telah diubah te r dengan Undang-Undang Nomor
6 tahun 2023 tentang [ndonesia Penetapan Peraturan
Pemerintah i Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Cipta keria menjadi Undang-

Undang (Lem Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor |41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indon Nomar 6856);

Undang-U Nomor 30 Peraturan Pemerintah
Nomor 30 un 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 No 292, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Penctupan Peraturan Pemernntah
-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cip kerja menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 2023
Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara
ia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Republik [ndonesia Nomor 6233);
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang man Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomeor 1781);
Perangkat Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2016 tentang bentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lem Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dae Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2023 tentang [Perubahan Daerah atas Peraturan
Daesrah Kota Makassar Nomor B Tahun 2016 tentang
Pembentukan |dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor B tahun
2023);
Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah
Kota Tehun Anggaran 2024 ([Lembaran
Daerah Kota Mekassar Tahun 2023 Nomor 6);
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Makassar Nomor 32 Tahun 2023

9. Peraturan Wali Bﬁnm
tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non

Aparatur Sipil
Publik yang ber
Daerah (Berita
Nomor 32);

10. Peraturan Wali
Tentang Penja
Daerah Kota M
Daerah Kota.

Keputusan Se
3475/ 188.4.45/
Tenaga Penduku
Pemerintah Kota

Memperhatikan

KEPUTUSAN
TENTANG PENUNJ

Menetapkan

¥
-

Negara scbagai Laskar Pelayanan

integritas pada Lingkup Pemerintah

Daerah Kota Makassar Tahun 2023

Makassar Nomor 93 Tahun 2023
Anggaran Pendapatan dan Belanja
ahun Anggaran 2024. (Berita

is Deerah Kota Makassar Nomor :
un 2023 tentang Pengangkatan
g Non ASN sebagai Laskar Pelang
akassar Tahun Anggaran 2024,

ARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
UKAN DAN PEMBERIAN BELANJA

JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA IURAN

JAMINAN | ASURAN
NEGARA PADA
REKOMENDASI
PERATURAN BARU
PELAKSANAAN PE
DAN PENGEM
TAHUN ANGGARAN

KESATU :  Menunjuk 2 {dua)

Rencana Penetapar
Terhadap Pelaksan
Penelitian dan pe

Tahun Anggaran 2

KEDUA
sebagaimana dim
Belanja Jasa
Jaminan/Asuransi
Rekomendasi atas

31

BAGI NON APARATUR SIPIL

SUB KEGIATAN PERUMUSAN
ATAS RENCANA PENETAPAN
DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP
TURAN PADA BADAN PENELITIAN
GAN DAERAH KOTA MAKASSAR
2024,

Jrang Non ASN Tenaga Administrasi
pada Sub Kegiatan

Perumusan Rekomendasi atas
Peraturan Baru dan/atau Evaluasi
Peraturan pada Kantor pada Badan
Daerah Kota Makassar

Kepada 2 (dua) Orang Non ASN Tenaga Administrasi

d Diktum EKESATU, diberikan
inistrasi serta Belanja [Turan
pada sub Keglatan Perumusan
ncana Penetapan Peraturan Baru

dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan pada

Kantor Badan Penel
Makassar sebagai

a. Belanja Jasa Ten
1.500,000,00 fO

dan pengembangan Dacrah Kota
kut:
nga Administrasi:
rang/Bulan

b. Belanja [uran/ Jaminan asuransi:

1. Keachatan

: Rp141.000,00/Orang/Bulan

2. Kecelakaan Kerja: Rp3.600,00/Orang/Bulan
: Rp4.500,00/Orang/Bulan

3. Kematian




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

E
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Pemberian Belonja Jasa sebugaimuna dimoaksud Dikitum
KEDUA, diberikan sebagai penunjang dalam pelaksanaan
tugas pads Sub Keginlan Perumusan Rekomendasi wlas
Rencana Penetapan Pernturan Baru danfetau Evaluasi
Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pads Badan Penelitian
dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun

Anggaran 2024.

Segala  bhiaya yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui
Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Peneclitian dan
pengembangan Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024.

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanasn
Keputusan Seckretaris Dacrah Kota Makassar tenlang
Penunjukan dan Pemberian Belanjn Josa Tenaga
Administrasi serta Belanja luran Jaminan/ Asuransi Bagi
Non Aparatur Sipil Negara pada sub Kegiatan Perumusan
Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru
dan/atau Evaluasi Tcrhadap Peraturan pada Badan
Penelitian dan pengembangan Dacrah Kota Makassar
Tahun  Anggaran 2024, akan  diatue  dan
dipertanggungjawabkan lebih lanjut olch Kepala Badan
Penelitian dan pengembangan Dacrah Kota Makassar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Wall Kota Malcasnn df Maknsasr:

. Inspekiur Darrah Koin Makassar di Makassar;

hepals BPRAD Kotn Makassar di Makassar

Kepala Badan Perencinaann dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Milsissar,
Kepala Badan Penclithan dan pengermbangginn Deerah Kots Makassar di Mokassar,
Kepals Bapan Hukum Setda Kota Makassar o) Malassar,

Manbig: maning vang bersangloutan untuk diketabul.




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Julam Jendernd Alrmsd Yo Mo, 7 Mokesas 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/19/KEP/1/2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS
RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA RADAN PENELITIAN DAN PENGEMRBRANGAN DAERAH KOTA MAKABSAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran  tugns-tugas  Pemerintahan,
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daecrah pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar,
dipandang perlu memberikan  belanjn  jasa 1enaga
agministrasi serta belanja juaran jaminan |/ asuransi bag
non aparatur sipil negurn pada sub kegiatan perumusan
rckomendasi aias rencana  pencimpan  peraturan  baru
dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan pada
Badan Penclitian dan Peongembangan Daerah Kota Makassar
Tahun Anggarun 2024,

b. bahwa untuk maksud terschut di atas, perlu ditictapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian  dan
Pengembangan Dacrah Kola Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tenlang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran
Negnran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ilentang
Penvelengpnrn Negnm yong Rersih dan Rehaa dari Komops
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
J851):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Reuangan
Negma (Lembaion Nogma Bepublie Tidonesia Taliun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharann Negara  (Lembaran  Negarn  Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksann

Pengelolaan  dan Tanggungawalb Keuangan Negara
(Lembuaran Negara Reprihlik Indonesia Tabun 2004 Nomor (6

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

T

o




2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004
Nemor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undeng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494];

9. Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara blik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomoer 71 Tahun 2010 tentang
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negura blik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesin Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000

Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daersh,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daemah Kota Makassar Nomor 8 T 1 2016
tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar N 8
Tahun 2016);

|4, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ﬂmhmnmmhxutnhlﬂu-rﬂumurl-Tlhunm;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tabun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

16, Pernturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola
Makassar Tahun Anggaran 2024,

17, Peraturun Walikota Makassar Nomor 93 Tuhun 2023
Fenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Makassar Tahun Anggaran 2024;

1R Sirat Kermhiman Sekretarin Daarah Kota Makassar! Nomor




tentang Pengangkatan Tenaga Pendulkung Non ASN sebagai
Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024;

19. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor
346 /SIETDA/ 188.4 FTAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2029
tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga
administrasi serta belanja iuaran jaminan / asuransi bagi
non aparatur sipil negara pada sub kegiatan perumusan
rekomendasi atas rencana penctapan peraturan baru
dan/atau evaiuasi terhadap peiaksansan peraturan pads
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makasaar
Tahun Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSBAN KEPALA BADAN PENELITIAR DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA
ADMINISTRASI SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN /
ASURANSI BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUB
HKEGIATAN PERUMUSAN REHOMENDASI ATAS RENCANA
PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAEASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Memberikun belanja jasa tensgs administrasi serta belanja
fuaran jaminan / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada
sub kegiatan perumuesan rekomendasi atas rencana penetapan
peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan
peraturan pada badan penelitian dan pengembangan daerah
kota makussar tahun anggaran 2024 pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar pada nama-nama
scbagai berikut :

o | HAMA _ NIK JABATAN

1 | BINTIA YULIANTI, 8T, M. 8 Ta7112520THA0004 | LASKAR

PELAYANAN
JARA

ADMINTETRAS

5 | BRI WINARTY B, 7371034612860003 | LASKAR

MANGAWEAND, B. e FELATANAN
JABA
ADMINISTRAR

PEREANTORAN |

KEDUA : Pemberian belanja jasa tenaga administrasi serta belanja
juaran jaminen / asuransi bagi non aparatur sipil negara pada
sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan
peraturan baru dan/atan evaluasi terhadap pelaksanaan
peraturan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dasrah  Kota Makassar Tahun 2024 melahi DPA Badan
Penelitinn dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KETIGA : Segala blaya yang timbul dalam pelaksansan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tabhun Anggaran 2024 melalui DPA Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
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Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 18 Januari 2024
HEPAT A BADAN PENELITIAN DAN

nu:- 19'.'3[:4 200502 1 001

Inspekctur Kota Makassar di Makassar;
Kepala DPRAD Kota Makassar di Makassar,
Masing masing yang bersanghutoan,
Pertinggal.




